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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia meratifikasi ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution. Pada tahun 1997, kabut asap akibat 
kebakaran lahan melanda Indonesia yang dampaknya hingga ke negara-negara kawasan 
Asia Tenggara. Fenomena tersebut mendorong ASEAN untuk membuat perjanjian pada 
tahun 2002 yang mewadahi kerjasama dalam upaya penanganan kabut asap tersebut. 
Indonesia sebagai negara yang disalahkan atas kabut asap tersebut tidak langsung 
meratifikasi perjanjian tersebut. Periode 2002-2014 kabut asap menjadi bencana yang 
tidak terselesaikan bagi Indonesia. Permasalahan tersebut menyebabkan masyarakat 
bergerak untuk mendesak pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban. Hingga 
pada tahun 2014 Indonesia bersedia meratifikasi AATHP. Penelitian ini menganalisis 
hubungan sebab akibat dari tuntutan masyarakat dan pertanggungjawaban negara 
terhadap lingkungan yang mendorong Indonesia meratifikasi AATHP melalui sudut 
pandang pilihan rasional. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
keuntungan yang didapat Indonesia setelah meratifikasi AATHP. Hasil dari penelitian ini 
memaparkan rasionalitas yang dimiliki oleh pembuat kebijakan dalam meratifikasi 
AATHP.  
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Transboundary haze issue has been so critical, both to ASEAN and especially to Indonesia. 
In 2014, Indonesia ratified the AATHP as the manifestation of Indonesian goodwill to 
reduce the haze. The ratification was helped by social demands in Indonesia. The citizen 
shouted to state’s responsibility in dealing with the haze issue. As the prominent element in 
transboundary haze pollution issue, Indonesia had a hard consideration in agreeing the 
AATHP. This paper, finally, attempts to find the correlation between the social demand, 
state responsibility, and the Indonesia’s government responses to the issue. This paper also 
examines the benefits gained by Indonesia for ratifying the AATHP. 
 





Lahan gambut merupakan lahan luas yang mayoritas ditumbuhi oleh tanaman-
tanaman baru yang menggantikan pepohonan atau dari binatang yang telah mati dan 
telah diuraikan sehingga menyatu dengan tanah. Lahan jenis ini dapat ditemukan di 
daerah-daerah yang memiliki asupan air yang cukup banyak atau daerah lembab 
seperti rawa, tepi sungai atau danau, dan sekitar pantai.1 Menurut Direktorat 
Jenderal Perkebunan Indonesia, terdapat dua penyebab utama yang dapat 
menyebabkan kerusakan bagi lahan gambut yaitu drainase terbuka dan kebakaran 
lahan baik secara sengaja maupun kebakaran karena musim kemarau.2 Dalam peta 
persebaran lahan gambut di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh Wetlands 
International, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki lahan gambut 
terluas setelah Rusia dan Kanada. Di wilayah Asia Tenggara, 85 persen dari total 
lahan gambut yang tersebar berada di Indonesia yang kebanyakan berada di Pulau 
Sumatera, Kalimantan, dan Papua.3 Indonesia sendiri memiliki luas lahan gambut 
pada tahun 2004 kurang lebih 20,6 juta hektar dan 35 persen dari luas lahan 
tersebut berada di Pulau Sumatera.4 Lokasi persebaran lahan gambut yang ada di 
Indonesia sendiri berdekatan dengan wilayah negara lain seperti Malaysia, 
Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam, karena itu ketika kebakaran hutan dan 
lahan gambut terjadi, asap yang terbawa dari angin samudera mampu mencapai 
wilayah negara tetangga terutama yang paling berdekatan dengan lokasi kebakaran 
seperti Singapura dan Malaysia. 
 
Dalam sejarah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut yang menyebabkan 
polusi asap di wilayah Asia Tenggara, lahan yang paling sering terbakar ada di 
wilayah Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Pada tahun 1997, asap yang ditimbulkan 
dari kebakaran lahan mencapai Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kerugian secara 
finansial yang ditimbulkan mencapai 2,45 Miliar USD.5 Sementara dari segi 
kesehatan, banyak warga negara Singapura, Malaysia, dan Thailand yang mengalami 
sesak nafas dan gangguan pernafasan lainnya. Kebakaran dan kabut asap tahun 1997 
mendorong ASEAN untuk membahas masalah tersebut dalam Konferensi Tingkat 
Tinggi dan menghasilkan Hanoi Plan of Action 1997 yang mewadahi upaya-upaya 
dalam mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas yang disebabkan oleh 
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kebakaran hutan.6 Hingga pada tahun 2002, sepuluh negara ASEAN sepakat untuk 
membentuk suatu perjanjian kerjasama dalam bidang penanggulangan asap lintas 
batas yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang 
secara resmi dilaksanakan pada November 2003.7 Setidaknya ada 7 (tujuh) negara 
yang meratifikasi perjanjian ini pada periode 2002 – 2003, di antaranya Malaysia, 
Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam.  
 
Sementara Laos meratifikasi AATHP pada 2004. Kemudian disusul oleh Kamboja 
pada tahun 2006 dan Filipina pada tahun 2010. Tujuan dari adanya Perjanjian 
Penanganan Asap Lintas Batas ini adalah untuk menyelesaikan masalah kabut asap 
yang telah lama terjadi secara kolektif, dengan kata lain negara-negara ASEAN 
sepakat untuk membantu Indonesia untuk memberikan solusi dan penyelesaian 
masalah tersebut. Namun Indonesia yang dianggap sebagai produsen kabut asap 
lintas batas tidak langsung meratifikasi perjanjian tersebut, hanya saja pada tahun 
2006 Indonesia memberikan pernyataan akan meratifikasi AATHP yang tercantum 
dalam rancangan Undang Undang.8 
 
Terdapat beberapa alasan bagi Indonesia yang mendorong untuk segera meratifikasi 
AATHP. Hingga pada tanggal 16 September 2014, Indonesia akhirnya meratifikasi 
Perjanjian Penanganan Asap Lintas Batas yang berlaku mulai tahun 2003 tersebut 
dan menjadi negara terakhir di ASEAN yang meratifikasi perjanjian tersebut.9 
 
 
Kondisi Hutan Indonesia 
 
Dalam keseluruhan luas wilayah yuridiksi Indonesia, terdapat total 133,7 juta hektar 
atau 60 persen hutan tropis. Luas tersebut setara dengan kurang lebih 10 persen 
total hutan di seluruh dunia.10 Dengan jumlah luas hutan dan lahan hijau yang 
sedemikian besar, maka rasanya pantas jika Indonesia menyandang gelar sebagai 
bagian dari paru-paru dunia. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai “zamrud 
katulistiwa” yang berarti permata hijau di garis katulistiwa. Namun sayangnya, pada 
tahun 2009, Kementerian Kehutanan mencatat dari tahun 2000 hingga tahun 2009 
terdapat hutan seluas lebih dari 1,08 juta hektar yang mengalami kerusakan tiap 
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tahunnya.11 Zulkifli Hasan, selaku Menteri Kehutanan periode 2009-2014 mengakui 
bahwa dari 130 juta hektar, hanya 48 juta hektar hutan yang kondisinya masih alami 
dan belum tersentuh kegiatan perekonomian.12 Seperti yang diketahui, Indonesia 
memiliki lahan hutan terbesar ketiga dunia setelah Brazil dan Republik Kongo. 
Dengan jumlah lahan lebih dari 130 juta hektar, seharusnya Indonesia menjadi 
negara dengan penyerapan emisi yang sangat baik. Logika tersebut sejalan dengan 
fungsi hutan yang diketahui yaitu penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen. 
Namun yang cukup menarik adalah pada tahun 2005, Indonesia juga menempati 
urutan ketiga sebagai negara penghasil emisi terbesar setelah Amerika Serikat dan 
Tiongkok. Statistik tersebut didasarkan pada pernyataan dari lembaga pangan dunia 
atau FAO.13 Sumbangan emisi tersebut disebabkan oleh penebangan hutan atau 
deforestasi yang dilakukan secara berlebihan. Selain itu,  pembukaan lahan gambut 
dengan melakukan pembakaran juga menjadi alasannya.  
 
Dalam regulasi atau aturan dalam membuka lahan, kegiatan pembakaran hutan atau 
lahan gambut telah dilarang. Namun dalam peraturan atau Undang Undang tersebut 
juga membenarkan atau mengijinkan adanya pembukaan lahan dengan membakar 
hutan. Hanya saja pembakaran lahan tersebut harus dengan membatasi seberapa 
luas lahan yang diperbolehkan untuk dibakar, dan telah mendapatkan ijin dari 
pejabat yang berwenang. Contoh peraturan yang mengijinkan pembukaan lahan 
dengan membakar adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 
2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang 
Berkaitan Dengan Pembakaran Lahan atau Hutan. Dalam pasal 11, disebutkan 
bahwa  
 
“Kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan 
adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di 
bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, 
pertambangan dan pariwisata yang dilakukan dengan cara 
membakar. Oleh karena itu, dalam melakukan usaha tersebut 
dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk 
tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara 
lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan 
penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. 
Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus 
mendapat izin dari pejabat yang berwenang.”14 
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14 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang 
Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan 
Kebakaran Hutan Dan Lahan. 
Untuk lebih rinci mengenai seberapa luas batasan pembakaran lahan atau hutan 
yang ditujukan untuk membuka lahan, dapat dilihat dalam Undang Undang nomor 
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada 
pasal 69 ayat 1(a), disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan 
perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan 
hidup. Dalam ayat 1 (h) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan 
pembukaan lahan dengan cara membakar.15 Sementara itu, pada ayat 2, disebutkan 
bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal 
pada poin tersebut merujuk pada dilakukannya pembakaran lahan maksimal seluas 
2 hektar per kepala keluarga untuk kemudian ditanami jenis varietas lokal.16 
 
Dalam mekanisme yang berkaitan dengan cara membuka lahan, Kementerian 
Pertanian telah memberikan anjuran berupa pembukaan lahan dengan sistem 
manual. Dalam sistem tersebut dilakukan dengan langkah-langkah di antaranya, 
membabat semak atau pohon kecil berdiameter 10 cm dengan menggunakan kapak 
atau celurit untuk bisa digunakan sebagai jalan. Kemudian pohon yang diameternya 
lebih dari 10 cm ditebang dengan ketentuan apabila pohon tersebut berdiameter 10 – 
20 cm, maka tinggi jarak potongnya adalah 40 cm dari akar pohon. Jika diameter 
pohon sekitar 21-30 cm maka jarak tebangnya 60 cm dari akar. Jika diameter pohon 
antara 31 – 75 cm jarak tebangnya 100 cm dan jika diameter pohon lebih dari 75 cm 
maka jarak tebangnya 150 cm dari akar. Setelah melakukan pemotongan, sisa-sisa 
pemotongan harus dikumpulkan dan diikat. Setelah itu diwajibkan untuk 
membersihkan area pemotongan, yang juga merupakan area tanam, dari kayu-kayu 




Dampak Kabut Asap Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan 
 
Pembukaan lahan dengan sistem pembakaran hutan atau lahan gambut yang 
dilakukan oleh manusia mungkin membawa manfaat untuk kegiatan ekonomi. 
Namun di sisi lain, terdapat beberapa dampak yang merugikan bagi lingkungan 
sekitar termasuk warga sekitar lahan yang dibakar. Hadriani, seorang reporter dari 
harian Tempo, menyebutkan pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut di 
Riau periode 2013 hingga bulan Maret 2014, terdapat beberapa dampak terhadap 
kesehatan dan kegiatan masyarakat. Dampak-dampak tersebut diantaranya adalah 
kabut asap yang mengandung sisa pembakaran menyebabkan iritasi pada mata, 
hidung, dan tenggorokan yang berlanjut hingga terjadi infeksi. Kemudian kabut asap 
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bakar-pada-areal-semak-belukar-i.html (diakses pada 28 Mei 2016) 
dapat memperburuk kondisi masyarakat yang memiliki penyakit pernafasan seperti 
asma dan penyakit paru-paru lainnya. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa 
polusi yang diakibatkan dari kabut asap tidak hanya ada pada udara bersih, 
melainkan juga menjadi polutan bagi air dan makanan yang tidak dilindungi. 
Dampak lainnya yaitu kesulitan bagi masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-
hari dikarenakan terbatasnya jarak pandang dan bahaya terhadap mata.18 
National Geographic menyebutkan beberapa dampak yang sudah dihimpun dan 
sifatnya langsung terhadap masyarakat, diantaranya adalah memburuknya kualitas 
udara di Riau. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya laporan dari Dinas 
Kesehatan Provinsi Riau melalui Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. 
Dalam indeks tersebut, disebutkan bahwa tingkat pencemaran udara pada Februari 
2014 berada pada titik 130 Psi atau titik tidak sehat dan memburuk pada titik 300 
Psi atau pada tingkat berbahaya.19 National Geographic juga menyebutkan sekitar 
20.000 orang telah menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan 40.000 
orang telah menderita Pnuemonia, asma, iritasi pada mata dan tenggorokan.20 
 
Kabut asap tahunan yang terjadi di wilayah barat Indonesia tidak hanya berdampak 
pada segi kesehatan masyarakat, baik di wilayah kebakaran maupun di negara lain 
yang terdampak kabut asap seperti Malaysia dan Singapura. Kabut asap yang terjadi 
sejak 1997 ini juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Sutopo Purwo 
Nugroho selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, menyebutkan 
bahwa terdapat inflasi sebesar 1,07 persen dan kerugian secara finansial sebesar 10 
Triliun Rupiah21 pada periode awal Januari 2014 hingga Februari 2014. Angka 
tersebut membesar hingga mencapai 20 Triliun pada dua bulan selanjutnya.22 
Kerugian sebesar itu diakibatkan dari adanya penurunan produktivitas baik dari 
kelas besar, menengah hingga usaha kecil. Selain itu, terhambatnya arus distribusi 
barang dan menurunnya angka investasi karena tertutupnya jalur transportasi 
karena jarak pandang sangat terbatas juga menjadi alasan terjadinya inflasi. Urgensi 
kabut asap mengalami peningkatan ketika terdata ada 4 orang yang dinyatakan 
meninggal dunia karena kabut asap ini. Seorang petani ditemukan meninggal di 
dekat kebun miliknya dan diperkirakan karena terlalu banyak menghirup asap. Satu 
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orang mengalami kecelakaan saat mengendarai motor dengan kondisi lemas. Dua 
orang lainnya merupakan korban kecelakaan mobil yang keluar jalur dan masuk ke 
sungai akibat terbatasnya jarak pandang.23 
 
Sementara itu, kabut asap yang meluas telah mencapai negara lain di kawasan Asia 
Tenggara terutama ke Singapura dan Malaysia. Secara geografis, kedua negara 
tersebut memang yang paling dekat dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan 
gambut. Pada tahun 2013, Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NEA 
memperingatkan seluruh warga Singapura bahwa tingkat intensitas kabut asap telah 
mencapai tingkat tidak sehat. NEA juga memberikan himbauan untuk mengurangi 
kegiatan di luar ruangan. Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, juga 
memperingatkan warga negaranya, terutama yang berada di wilayah Pahang, 
Malaka, dan Trengganu untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan banyak-
banyak meminum air mineral melalui halaman Facebook miliknya.24 
 
 
Tuntutan Dari Masyarakat Untuk Menyelesaikan Kabut Asap 
 
Dampak dari adanya kabut asap lintas batas ini tidak hanya pada lingkungan dan 
ekonomi Indonesia. Dampak lain dari adanya kabut asap lintas batas ini adalah 
munculnya tuntutan secara kolektif berupa gerakan dari masyarakat Indonesia. 
Masyarakat menginginkan adanya solusi beserta upaya untuk menyelesaikan asap 
lintas batas yang telah terjadi semenjak tahun 1997 tersebut.  
 
Pada bulan Februari 2014, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau mengadakan 
unjuk rasa di kantor pemerintah kota Pekanbaru, kantor Gubernur, dan Polda Riau. 
Para mahasiswa ini menuntut pemerintah untuk menindak tegas oknum-oknum 
yang melakukan pembakaran lahan agar masalah asap tidak lagi terjadi di Riau.25 
Pada tanggal 11 Maret 2014, mahasiswa Universitas Riau yang bergabung dengan 
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau mengadakan aksi. Hanya saja aksi dari 
mahasiswa ini masih kecil karena dilakukan di dalam lingkungan kampus. Mereka 
menuntut pemerintah Riau menyelesaikan kabut asap yang membuat aktivitas 
belajar para mahasiswa ini terganggu.26 
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Aksi yang lebih besar datang dari gerakan sosial yang masih berfungsi hingga 
sekarang. Gerakan ini merupakan aksi solidaritas mahasiswa asal Riau yang 
tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Asap Riau (GEMPAR) yang 
eksistensinya tidak hanya ada di Riau melainkan juga di Jakarta.27 Dalam aksi yang 
dilaksanakan pada 14 Maret 2014 di Bundara Hotel Indonesia, Jakarta, para 
mahasiswa ini menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah 
asap yang tidak terselesaikan dari tahun 1997. Selain itu, tuntutan juga berisi tentang 
perubahan status kabut asap menjadi bencana nasional. Dalam aksinya, para 
mahasiswa ini tidak hanya menuntut pemerintah, namun juga membantu 
meringankan beban ekonomi di wilayah terdampak kabut asap dengan menggalang 
dana dari masyarakat.28 
 
Dalam aksi lain yang digelar di depan gedung kantor gubernur Riau, massa meminta 
presiden bersama dengan pejabat Provinsi Riau untuk berupaya menanggulangi 
kabut asap tersebut. Aksi tersebut terbilang cukup ramai karena massa yang ikut 
merupakan anggota dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM 
tersebut diantaranya adalah Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi, Jaringan Kerja 
Penyelamat Riau atau Jikalahari, Jaringan Masyarakat Gambut Riau atau JMGR, 
Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, dan Gerakan Pemuda Indonesia (GPI) 
Riau.29 Demonstrasi yang terjadi di depan gedung kantor gubernur Riau ini juga 
mengecam sikap dari gubernur yang dianggap tidak peduli terhadap kabut asap yang 
terjadi. Di tanggal yang sama, masyarakat sipil di Pekanbaru juga melakukan aksi 
yang menuntut dua perusahaan perkebunan yaitu PT. RAPP dan PT. Arara Abadi 
untuk diadili. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Pekanbaru dengan melaksanakan 
shalat Jum’at di jalan Cut Nya Dien, Pekanbaru. Aksi tersebut dijelaskan sebagai 
permintaan kepada tuhan untuk segera diturunkan hujan agar masalah kabut asap 
segera teratasi.30 Pada tanggal 16 Maret 2014, mahasiswa peduli Riau kembali 
melakukan aksi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Kali ini para 
mahasiswa ini memberikan aksi teatrikal yang melambangkan penderitaan 
masyarakat Riau akibat kabut asap yang bahkan menyebabkan korban meninggal.31 
 
Suara yang mendesak pemerintah untuk berupaya lebih serius juga datang dari 
masyarakat umum. Media yang digunakan dalam desakan tersebut juga beragam, 
mulai dari adanya petisi, hingga gerakan melalui social media dengan mengirimkan 
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pesan kepada pemerintah. Petisi yang cukup berpengaruh adalah petisi dari Riko 
Kurniawan, seorang warga asal Pekanbaru. Dalam petisi yang dituliskan dalam 
halaman website change.org, yang dituntut dari pemerintah saat itu, yakni Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, adalah untuk mencabut ijin kepada perusahaan yang 
membuka lahan dengan membakar lahan gambut.32 Petisi tersebut berhasil 
mendapatkan total 14.706 suara pendukung, dan berhasil mendorong pemerintah 
untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahan. 
Tidak hanya petisi, salah satu gerakan dari masyarakat yang mendorong pemerintah 
untuk segera menyelesaikan kabut asap lintas batas adalah gerakan masyarakat 
Indonesia melalui jejaring sosial seperti Twitter, Youtube, Blackberry Massenger 
dan Instagram dengan kiriman atau post menggunakan hashtag #melawanasap. 
Hashtag #melawanasap ini sebenarnya telah muncul dari tahun 2013 dan telah 
berupa grup di halaman facebook yang digagas oleh Heri Budiman,dkk.33 
 
Mario Diani menjelaskan tentang adanya tuntutan atau protes yang selalu menjadi 
cara bagi gerakan sosial dalam mempengaruhi pemerintah. Menurutnya, tuntutan 
dan protes adalah metode yang digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki 
kekuatan dalam pemerintahan. Namun jika dilakukan secara kolektif, bahkan 
diperkuat dengan adanya peran dari media, maka hasilnya akan mampu merubah 
kebijakan pemerintah. Hanya saja tidak semua protes yang disampaikan akan 
dikabulkan oleh pemerintah. Misalnya jika protes yang disampaikan tidak sesuai 
dengan Undang Undang.34 Dalam kaitannya dengan permasalahan kabut asap lintas 
batas, gerakan yang muncul telah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk 
menyelesaikan masalah kabut asap. Gerakan tersebut juga menyampaikan protes 
kepada pemerintah yang lamban dalam mengatasi masalah tersebut hingga menjadi 
bencana yang cukup parah. Tuntutan dan protes yang dilakukan masyarakat ini juga 
memunculkan metode baru dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, yaitu 
dengan menggunakan koneksi internet dan media sosial. Internet menjadi media 
yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk 
menyampaikan keluhan pada pemerintah Indonesia yang dirasa tidak mampu 
menyelesaikan kabut asap lintas batas yang terjadi dari tahun 1997. Kemudian 
adanya itikat baik dari pemerintah yang tercantum dalam salah satu post di akun 
Twitter Susilo Bambang Yudhoyono yang dipublikasikan pada tanggal 13 Maret 
2014. Dalam post tersebut SBY menyampaikan, “Jika pejabat di Riau dan Menteri 
terkait tidak bisa mengatasi, dalam dua atau tiga hari ini saya ambil alih penanganan 
kabut asap di Riau.”35 Hal tersebut dibuktikan dengan adanya intervensi langsung 
dalam menangani kabut asap lintas batas yang terjadi. Dapat dikatakan keterlibatan 
pemerintah adalah karena adanya tanggungjawab atau kewajiban memberi 
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perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia dari ancaman 
polusi demi kesehatan masyarakat yang juga merupakan hak dari setiap warga 
negara. Selain itu, permintaan atau tuntutan dari masyarakat ini tidak melanggar 
Undang Undang, bahkan jika Indonesia tidak segera bertindak, bisa jadi hal tersebut 
menjadi sebuah pelanggaran terhadap hak warga negara dan juga pelanggaran 
terhadap hukum lingkungan internasional yang telah disusun dan menjadi hukum 
lingkungan bagi setiap negara di dunia. 
 
Pertanggungjawaban Indonesia 
Terhadap Lingkungan Menurut Hukum Internasional 
 
Dalam isu lingkungan hidup, Negara tidak hanya dibebani tanggungjawab memberi 
perlindungan terhadap warga negara, hak asasi manusia, dan kesejahteraan. 
Perlindungan terhadap lingkungan hidup juga menjadi salah satu tanggungjawab 
yang harus dilaksanakan oleh negara. Dalam hal ini, hukum internasional 
menekankan bahwa pertanggungjawaban itu tidak hanya terjadi ketika ada kelalaian 
dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertanggungjawaban juga dapat diartikan 
sebagai kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban atau tanggungjawab 
negara untuk mencegah kerusakan lintas perbatasan dari aktivitas yang berbahaya. 
Kewajiban tersebut mengacu pada pasal 21 Deklarasi Stockholm 1972 yang 
menyatakan; 
 
“Selain hak berdaulat untuk mengusahakan suber dayanya sendiri 
sesuai dengan kebijakan lingkungan masing-masing, negara juga 
memiliki pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa aktivitas-
aktivitas dalam yuridiksi atau kontrolnya tidak menimbulkan 
kerusakan terhadap lingkungan negara-negara lain atau lingkungan 
daerah-daerah di luar batas yuridiksi nasional.”36 
 
Selain menjaga lingkungan hidup di dalam wilayahnya sendiri, negara juga diberi 
kewajiban mencegah terjadinya kerusakan lintas perbatasan yang dikarenakan 
aktivitas berbahaya. Aturan tersebut disampaikan dalam revisi draf pasal-pasal ILC 
mengenai Pencegahan Kerusakan Lintas Perbatasan dari Aktivitas berbahaya. 
Dalam pasal 1, disebutkan bahwa pasal-pasal dalam draf akan berlaku jika 
melibatkan resiko untuk menimbulkan kerusakan lintas perbatasan signifikan 
karena konsekuensi fisiknya. Pasal tersebut dijelaskan dengan pasal 2, yang 
menegaskan bahwa yang dimaksud dengan resiko yang telah disebutkan, mencakup 
kemungkinan besar akan timbulnya kerusakan lintas perbatasan yang serius, dan 
kemungkinan kecil akan menimbulkan kerusakan lintas perbatasan yang sangat 
serius. 
 
Dalam masalah kabut asap lintas batas, pemerintah pusat yang saat itu masih 
dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah melakukan 
pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah SBY meminta 
maaf kepada semua pihak yang terdampak kabut asap, terutama pada negara lain. 
Permintaan maaf tersebut dilakukan oleh SBY sebanyak dua kali selama masa 
periode pemerintahannya, yaitu pada tahun 200637 dan pada tahun 2013.38  
                                                          
36 Draft Article Declaration of the United Nations Conference on Human Evironment 
Stockholm 1972 art 21 
37 DW. 12 Oktober 2006. SBY Minta Maaf Soal Kebakaran Hutan (online). Dalam 
http://www.dw.com/id/sby-minta-maaf-kasus-kebakaran-hutan/a-2935210 (diakses pada 
19 Mei 2016) 
38 Andylala Waluyo. 25 Juni 2013. Indonesia Minta Maaf Karena Asap Tebal (online). 
Dalam http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-minta-maaf-karena-asap-
tebal/1688202.html (diakses pada 19 Mei 2016) 
Terlepas dari pendapat masyarakat bahwa pejabat sekitar dan pemerintah pusat 
kurang memperhatikan masalah kabut asap ini, sebenarnya Indonesia telah 
melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengupayakan penyelesaian 
kabut asap lintas batas tersebut. Sebagai pertanggungjawaban Indonesia terhadap 
lingkungan atau sumber daya alam yang telah dikelola, atau dalam hal ini adalah 
hutan, Indonesia juga melakukan program reboisasi. Dalam program tersebut, 
tercatat jumlah luas lahan yang mengalami reboisasi mengalami peningkatan dari 
9636 hektar pada tahun 2000 dan menjadi 339.166 hektar pada tahun 2004. Namun 
setelah itu mengalami penurunan secara perlahan, hingga pada tahun 2013 hanya 
ada 105.656 hektar yang mengalami reboisasi.39 
 
Upaya mencegah adanya kabut asap juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia 
dengan membentuk kemitraan dengan World Research Institute pada 23 Juli 2014.. 
Kemitraan tersebut berupa pembuatan sistem aplikasi yang dinamakan Global 
Forest Watch – Fires.40 Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan setiap lapisan 
masyarakat mulai dari badan pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat umum 
bersama-sama memantau adanya kemungkinan akan terjadinya kebakaran melalui 
titik panas yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut. World Research Institute atau 
WRI mengungkapkan, sistem ini memiliki keunggulan yaitu kemampuan 
mengeluarkan peringatan dalam waktu yang hampir aktual setara dengan satelit 
NASA yang dipetakan secara online, dan didistribusikan pada pejabat lokal, 
pemadam kebakaran, kepala desa, dan masyarakat melalui sistem SMS.41 
 
Kabut asap terparah selama periode 2002 hingga 2014 yang terjadi pada akhir 
periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, cukup membuat 
pemerintah berupaya keras dalam menanggulanginya. Dalam upaya pengurangan 
kabut asap, Susilo Bambang Yudhoyono bersedia untuk terjun langsung dan ikut 
memberikan instruksi kepada tim Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap.42 
Hal ini dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tanggapan atas dorongan 
dari masyarakat melalui gerakan, petisi, dan pesan di jejaring sosial. Selain 
dorongan, masalah tersebut menjadi tanggungjawabnya untuk tidak membebankan 
permasalahan negara di masa jabatannya kepada presiden yang baru.43 Sebab dalam 
permasalahan ini, kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi dalam dua kali periode 
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan hampir tanpa penyelesaian. 
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Alasan Indonesia Meratifikasi AATHP 
 
Pada tahun 2014, tepatnya pada bulan September 2014, Indonesia secara resmi 
meratifikasi AATHP melalui Undang Undang nomor 26 Tahun 2014 tentang 
Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Kebijakan yang 
sifatnya rasional dalam sektor lingkungan tersebut, menurut Peter Cronkleton 
merupakan salah satu dampak dari environmental governance. Cronkleton 
menyebutkan bahwa dampak yang terjadi dalam environmental governance tidak 
hanya sebatas adanya regulasi dan hukum mengenai konservasi, melainkan juga 
berdampak pada rancangan kerja secara politis dan terorganisir.44 Selain itu, dalam 
menentukan kebijakan, James Fearon berpendapat bahwa terdapat pihak yang 
memikirkan mengenai kesempatan dan tantangan dalam mengambil sebuah 
kebijakan.45 Namun dalam suatu kebijakan yang melibatkan actor negara, Guy Peter 
memberikan konsep yang lebih sesuai yaitu rational choice institutionalism. Peter 
berpendapat bahwa Rational choice institutionalism diasumsikan untuk 
memaksimalkan sumber daya yang dimiliki (individu, institusi pemerintah, 
masyarakat) dan menyuarakan kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan 
sehingga institusi akan mendapat timbal balik berupa interdependensi, hubungan 
strategis dan collective action.46  
 
Pendapat Cronkleton yang disebutkan ada benarnya jika dikaitkan dengan kebijakan 
yang diambil oleh pemerintah untuk meratifikasi AATHP. Sementara itu, dalam 
proses yang dilakukan oleh Indonesia dalam meratifikasi AATHP, terdapat beberapa 
nilai rasionalitas dalam beberapa aspek yang cukup strategis yang dapat memberi 
manfaat bagi Indonesia dalam menyelesaikan kabut asap. Sesuai dengan yang 
dikatakan oleh James Fearon dan Guy Peter. Aspek tersebut diantaranya adalah 
adanya kerjasama multinasional, Kemudian ratifikasi tersebut dilakukan untuk 
memenuhi kewajiban bertanggungjawab pada pihak yang dirugikan. Tanggungjawab 
tersebut juga ditujukan terutama pada masyarakat Indonesia yang terdampak dan 
memberikan tuntutan pada pemerintah. Terakhir, ratifikasi tersebut dilakukan 






Seperti yang disebutkan dalam mukadimah atau pembukaan draft article AATHP, 
yang menyatakan bahwa AATHP menjadi wadah bagi sepuluh negara anggota 
ASEAN untuk berupaya bersama dalam menyelesaikan masalah kabut asap lintas 
batas. Selain itu pasal 12 AATHP juga menyatakan, bahwa jika ada pihak yang 
membutuhkan bantuan ketika ada bahaya kebakaran lahan atau telah mencapai 
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tahap kabut asap, dapat menyatakan permintaan secara langsung kepada ASEAN 
Centre dan menyebutkan secara detail bantuan seperti apa yang dibutuhkan. Selain 
dari AATHP, kerjasama multinasional dalam sektor lingkungan juga tercantum 
dalam hukum internasional. Seperti yang disebutkan dalam pasal 7 Deklarasi Rio 
1992. Disebutkan didalamnya bahwa negara-negara di dunia harus saling bekerja 
sama dalam rangka konservasi, melindungi, dan mengembalikan kesehatan dan 
kondisi ekosistem alam.47 
 
Secara manfaat, dalam mengatasi masalah kabut asap lintas batas Indonesia tidak 
lagi harus berupaya sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, 
mengacu pada mukadimah AATHP yang menyebutkan bahwa sepuluh negara 
ASEAN bekerjasama dan saling bertukar informasi dalam upaya pencegahan 
kebakaran lahan dan penanggulangan kabut asap lintas batas. Jika didasarkan pada 
alinea tersebut, Indonesia bisa mendapatkan bantuan berupa peringatan dini dari 
pantauan satelit-satelit yang terlebih dahulu menangkap dan mendeteksi titik panas 
yang memungkinkan akan terjadinya kebakaran lahan. Selain itu, Indonesia juga 
mendapat bantuan teknis berupa peringatan dini yang ditujukan pada semua negara 
di kawasan Asia Tenggara, terutama yang kemungkinan terdampak. Dalam 
peringatan tersebut, terdapat empat tingkat kewaspadaan yaitu pencegahan dan 
persiapan, siaga satu, siaga dua, dan siaga tiga.48  
 
Pertukaran informasi seperti peringatan dini kepada negara-negara di sekitar lokasi 
kebakaran ini juga dijelaskan dalam pasal 18 dan 19 Deklarasi Rio 1992. Kedua pasal 
tersebut menyatakan bahwa negara-negara harus memberitahu negara lain dan 
memberikan peringatan dini pada negara lainnya akan adanya kemungkinan adanya 
akibat berbahaya pada lingkungan negara tersebut. Negara juga harus mengirmkan 
informasi yang relevan mengenai aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan 
dampak kepada negara terdekat dan berkonsultasi pada negara yang kemungkinan 
besar terdampak mengenai kemungkinan kerugian secara dini.49 Pada akhirnya, 
ratifikasi tersebut dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan agar Indonesia tidak lagi 
harus berupaya sendirian dalam menyelesaikan kabut asap lintas batas. Terutama 
bantuan-bantuan yang sifatnya teknis dan preventif mengenai kemunculan titik api 
dan kemungkinan terjadinya kabut asap 
 
 
Memenuhi Kewajiban Untuk Bertanggungjawab 
Pada Pihak yang Dirugikan 
 
Dalam periode 2002 hingga 2014, upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam 
melakukan pertanggungjawaban adalah memberikan permintaan maaf dan 
melakukan upaya pengurangan intensitas asap dan memadamkan kebakaran lahan. 
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Upaya tersebut memang dinilai bagus secara praktek, namun hasilnya tidak seperti 
yang diharapkan. Bahkan masyarakat masih menganggap pemerintah kurang serius 
dalam menganggulangi bencana asap tahunan yang terjadi setiap musim kemarau 
tersebut.  Tuntutan dari masyarakat internal dan internasional ini yang membuat 
Indonesia terdorong untuk melakukan pertanggungjawaban yang lebih besar pada 
pihak yang dirugikan. 
 
Dari segi nilai pertanggungjawaban, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh presiden 
SBY di akhir masa pemerintahannya telah melakukan kewajiban sebagai pihak yang 
disalahkan atas kelalaian yang terjadi. Dalam regulasi mengenai perlindungan 
lingkungan hidup, dicantumkan dalam pembukaan Undang Undang nomor 32 tahun 
2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa;   
 
“Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini 
memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping 
maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku 
mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak 
pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap 
memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan 
penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan 
penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.”50 
 
Regulasi tersebut juga sebenarnya bisa menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam 
artian kewajiban pemerintah, dalam melindungi lingkungan hidup dari kegiatan 
oknum-oknum yang merusak lahan. Jika benar-benar di laksanakan sebagaimana 
mestinya, aturan yang tercantum tersebut mampu mendapatkan efek jera pada 
perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahan secara berlebihan, yang 
mengakibatkan kabut asap hingga mencapai wilayah negara lain. Namun sebagai 
pertanggungjawaban yang nilainya lebih besar di mata masyarakat Indonesia juga 
melakukan ratifikasi terhadap AATHP sebelum pergantian masa pemerintahan 
seperti yang diharapkan.51 Selain adanya keuntungan secara teknis, ratifikasi yang 
dilakukan oleh Indonesia dalam perjanjian asap lintas batas dapat meredam 
tuntutan dari masyarakat Indonesia dan negara tetangga. Secara politik, hal ini 
membuat pemerintah bisa sedikit bernafas lega karena langkah tersebut mampu 
mengurangi intensitas demonstrasi dan aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat. 
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Dasar Penguat Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup 
 
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bahwa 
dengan meratifikasi AATHP, Indonesia memiliki beberapa manfaat yang 
menguntungkan bagi Indonesia. Beberapa manfaat yang diperoleh oleh Indonesia 
adalah Indonesia memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan 
mengarahkan keputusan perihal penanganan kebakaran lahan dan hutan. Kedua, 
melindungi warga negara Indonesia dari dampak negatif kebakaran lahan yang 
mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan pada kegiatan masyarakat. 
Ketiga, melindungi sumber daya alam Indonesia yang berupa lahan hijau dari 
kerusakan. Manfaat keempat adalah sebagai dasar dalam memperkuat regulasi dan 
kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan.52 Selain itu, dengan adanya 
regulasi yang baru, penegakan hukum bagi pelaku pembakaran yang selama ini 
dianggap sebagai akar permasalahan dari kabut asap lintas batas ASEAN. 
 
Regulasi yang ada di Indonesia bukan dikatakan tidak kuat hanya saja tidak 
dijalankan sebagaimana mestinya. Melalui ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia, 
terdapat beberapa regulasi yang mengalami perubahan. Regulasi tersebut tercantum 
dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perlindungan  Hutan dan Konservasi Alam 
nomor 24 tahun 2014 yang mulai diberlakukan pada November 2014, tepat sebulan 
setelah ratifikasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia.53 Dalam regulasi tersebut 
terdapat formulir mengenai jenis-jenis kegiatan termasuk pengelolaan lahan yang 
harus diisi oleh perusahaan atau perorangan yang diberi ijin untuk mengelola lahan 
tersebut. Dengan adanya formulir tersebut, tujuannya adalah untuk mempermudah 
kontrol yang dibebankan pada pemerintah dan dinas lingkungan masing-masing 
daerah di Indonesia terutama di wilayah rawan kebakaran seperti Riau, Jambi, 
Kalimantan, dan Sumatera Barat. Jadi pada intinya, Indonesia mendapatkan 
keuntungan dari ratifikasi AATHP. Keuntungan tersebut berupa adanya penguatan 
regulasi dan juga kebijakan pemerintah dalam tata kelola lingkungan. Dengan 
demikian, masalah kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh pembakaran lahan 
dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dapat diatasi. 
 
Dari alasan-alasan tersebut, Indonesia yang pada saat terbentuknya perjanjian asap 
lintas batas ASEAN atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 
hanya setuju untuk menandatangani perjanjian tersebut. Akhirnya bersedia untuk 
melakukan ratifikasi AATHP melalui Undang Undang nomor 26 tahun 2014. Dalam 
pembukaan Undang Undang tersebut, Indonesia juga menjelaskan bahwa kabut 
asap yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Indonesia dapat 
memberikan berbagai dampak negatif. Terutama pada kerusakan ekosistem, 
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